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KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
Nomor : 000.8.3.4/KEP.110-DUKCAPIL/2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu
pelayanan  kepada  masyarakat dan  terwujudnya
penyelenggaraan pelayanan prima, telah ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 067/045-
DISDUKCAPIL/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali
Kota Cirebon Nomor 100.3.3.3/KEP.026-
DISDUKCAPIL/2024 tentang Perubahan atas Keputusan
Wali Kota Cirebon Nomor 067/045-DISDUKCAPIL/2023
tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

b. bahwa sehubungan perubahan kebijakan dan penyesuaian
dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan,
perlu untuk dilakukan perubahan terhadap standar
pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar
Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
Cirebon;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan; sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan,;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;




10.

11.

12.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan,;

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023
tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;




MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU Keputusan Wali Kota ini terdiri dari :
1. Penerbitan Biodata WNI;
2. Penerbitan Kartu Keluarga;
3. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Penduduk Orang

Asing;

4. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-
el);

5. Penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-
el);

6. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
Penduduk Orang Asing;

7. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
8. Pelaporan Surat Pindah Antar Kecamatan;

9. Pelaporan Surat Pindah Datang WNI Antar
Kabupaten/Kota / Provinsi;

10. Penerbitan Surat Pindah Keluar WNI/OA Antar
Kabupaten /Kota/Provinsi;

11. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri
(SKPLNJ);

12. Penduduk Non Permanen;

13. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
bagi Penduduk Orang Asing;

14. Pencatatan Lahir Mati;

15. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
16. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
17. Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
18. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan,

19. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas ;

20. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya;

21. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari
diluar Wilayah NKRI;

22. Penerbitan Akta Kelahiran;
23. Catatan Pinggir Perubahan Akta Kelahiran;

24, Pembetulan Akta Kelahiran;




KETIGA

KEEMPAT

25. Pencatatan Akta Kelahiran WNI diluar wilayah NKRI
26. Penerbitan Akta Kematian;

27. Pencatatan Akta Kematian WNI diluar wilayah NKRI;
28. Pembetulan Akta Kematian;

29, Penerbitan Akta Perkawinan;

30. Pembetulan Akta Perkawinan;

31. Penerbitan Akta Perceraian;

32. Pembetulan Akta Perceraian;

33. Penerbitan Akta Pengakuan Anak;

34. Pembetulan Akta Pengakuan Anak;

35. Penerbitan Akta Pengesahan Anak;

36. Pembetulan Akta Pengesahan Anak;

37. Pemanfaatan Data Warehouse;

38. Informasi Data Kependudukan;

39. Data Perkembangan Kependudukan;

40. Verifikasi Data Biometrik KTP el yang bermasalah:;

41. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK);

42, Antrian Pelayanan Adminduk;
43. Legalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan

Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka
Keputusan Wali Kota Nomor 067 /045-DISDUKCAPIL/2023
tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan
Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 100.3.3.3/KEP.026-
DISDUKCAPIL/2024 tentang Perubahan atas Keputusan
Wali Kota Cirebon Nomor 067 /045-DISDUKCAPIL/2023
tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 22 Agustus 2025

a.n. WALI KOTA
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL
CIREBON,

IMAT SALEH



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR

: 000.8.3.4/KEP.110-DUKCAPIL/2025

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

STANDAR PELAYANAN
DAR PELAYANAN No. Dokumen 110 - D.01/DUKCAPIL/2025
P Revisi 22 Agustus 2025
Tgl. Efeltif 22 Agustus 2025

Penerbitan Biodata (WNI)

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
A | Komponen Standar Pelayanan yan,g'terknit dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliput :
Mo Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Sudah memiliki NIK
Administrasi b. Melampirkan fotokopi feteeopy Kartu Keluarga SIAK
2. | Sistem, Mekanisme n
dan Prosedur Menerima dan Mengoreksi, Kieagoreks/, Verifikasi
Mengoreksi Berkas memverifikasi memverifikasi Subkoord
| Pemohon  [#%  (Pengadministrasi [  Biodata(Sub [@—  Subkoord  i— Eubler
Kependudukan) Koordinator / Subkor serifdasi
Subkoord Biodata elekironik
| W} fK!b‘d]
i ¥
Meregistrasi, memilah
dan menyerahkan Ml‘.?muk
. Biodata Biodata
Pemokon |4 (Pengadministrasi | (Operator
Kependudukan) SIAK)
3. | Jangka Waktu 24 Jam
pelayanan
4. | Biaya/Taril a. Rp. 0,-
5. | Produk Pelayanan Biodata Penduduk
6. | Penanganan a. HP : WA, 0B1213331867
Pengaduan, saran b. Website : hitpe/ fdisdulkcapil cirebonkots. go.id
dan masukan c. E-mail disdukcapikacirebonkota, go.id
| d. E-LAPOR : Wehbiste : lapor.go.id
B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelavanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undsng-Undang Nomor 2 Tehun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan Secarn Nasional sebagmmana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil;




i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomer 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 109 Tahum 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 rentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Circbon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daecrah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

2. | Sarana,
Prasarana,dan/atau | ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan Kendaraan
| Fasilitas
3 Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang undangan
" | Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
4. | Pengawasan a. Kepala Bidang
Internal b. Sekretaris
¢. Kepala Dinas
5. | Jumlah Pelaksana 8 orang
&. | Jaminan Pelayanan Penerbitan Biodata Penduduk vang nyaman, transparan, cepat dan tepat wakiu
7. | Jaminan Keamanan
dan Keselamatan Biodata Penduduk dicetak dijamin standar keasliannyva
Pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja

Pelaksanan

1 Bulan Sekali




AND PELA No. Dokumen : 110 - D.02/DUKCAPIL/2025
T AR TANAS Revisi ¢ 22 Agustus 2025

: Tgl. Efektif ;22 Agustus 20235

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
A |r Komponen Standar Pelayanan yang I:Erl;'.;rtm&m@:l proscs penyampaian pelayanan (service delivery] meliputi :
No | Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Fotokopi Fore-Copd Buku Nikah
Administrasi b. Melampirkan KK vyang lama (Simduk/bukan Simduk)/KTP Simduk/dokumen atas bukt

kependudukan /Peristiwa Penting
c. Mengisi formulir:
1] Biodata Penduduk (F-1.01)
2} Permohonan KK (F-1.02)
3} Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Surat Nikah /ljazab
4} Surat pernyataan (formulir di Disdukcapil)
5) Bagi pihak ketiga hamis melampirkan surat kuasa
d. Diproses di Disdukcapil atau Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Kecamatan

2. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan Menginput data Mengoreksi, Mengoreksi,
Mengoreksi Berkas dan mencetak memverifikasi memvenfikasi
Pemohbon (Pergadminisirasi [~  konsep KK 4 DaiKK{(Sub [ Subkoord
Kependudukan) {Operator) K oordinator / Selskeos Diraf
Subkoord Swbkes) KR (Kahidi
Meregistrasi, memilah Mencetak KK Verifikasi
dan menyerahkan KE {Diperator Subkoord Subkor
Pernohon (Peogadministessi. ] | SIAK) 2 sertifikasi
Kemendudukany elekronik KK
3. | Jangka Waktu 24 Jam
_pelayanan
4. | Biayva/Tarif Rp. 0.- B
5. | Produk Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
6. | Penanganan e. HP WA, 0B1213331867
| Pengaduan, saran f. Website : hp:/f J disdukcapil cirebonkota. g, id
fan masukan g E-mail : distlukeapila cirebonkota. go.id
h. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id

B Komponen Standar Pelayanan y_ihg terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal orgenisasi (manufacturing]
meliputi :
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudulan;

b. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, scbagaimana telah
beberapa kali dinbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanasn Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomeor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional,

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birckrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayvanan;

j. FPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanasn
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;




L Perawran Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1| Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomeor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Momor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemenntahan yvang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudulkan;

Sarana,
Prasarana,dan /atau
Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan Kendaraan

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi

Pengawasan a. Kepala Bidang

Internal b. Sel )

. Kepala Dinas

Jumilah Pelaksana

8 orang

Jaminan Pelavanan

Penerbitan Kartu Keluarga yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Kartu Keluarga dicetak dijamin standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanan

1 Bulan Sekali




Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110- D.03/DUKCAPIL/2025
Revisi + 22 Agustus 2025
Tgl. Efektil : 22 Agustus 20235

Bagi Penduduk Orang Asing

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery] meliputi :
No. | Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. lzin Tinggal Tetap bagi Orang Asing (KITAF)
Administrasi b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
¢. Suratl Keterangan Pindah /Surat Keterangan Pindah Datang bag penduduk vang pindah dalam
wilayah Megara Kesatuan Republik Indonesia, atau
d. Surat Keterangan Datang dari Luar Neger yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga
Negara Indonesia yang datang dari luar negeri kama pindah.
2, | Sistem, Mekanisme M. Ksi da
dan Prosedur Menerima dan mengoreksi Menginput data dan 'ﬁ:“’i'] .
Pemohon pe—#  kelengkapan persyaratan | | mencetak konsep KK » KK Penduduk Orang
( Pengadministrasi Penduduk Orang Asing Asing {Subkoord
Kependudukan) (Operator SIAK dan Subker ldentitas
ADB) Penduduk
Meregistrasi dan Mencetak Yerifikasi Subkor .
menyerahkan ’ KKPenduduk || serifikas clekronik | e
(Pengadministrasi Orang Asing . KK Penduduk Orang i
Kependudukan) {Operator SIAK Asing (Kadis) Subbrond
dan ADB) konsep KK
l Penduduk
Orang Asing
| Pemohon (Kabid
| Dafiduk)
3. Jﬂlﬂﬂ”n:; . 243 dan‘i :
4. | Biaya/Tarf Rp. 0,-
5. Produk Pelayanan Kartu Keluarga (KK) bagi Penduduk Orang Asing
6. | Penanganan a. Telepon - (0231) 486561
Pengaduan, saran b. HP : WA, 081213331867
dan masukan ¢. Faksimili : [(¥231) 486134
d. Website : hup: / fdisdukcapil. cirebonkota go. id
€. E-mail : disdukcapikiicirebonkota, go. id
. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id
B | Kumpnm_ﬁtlmllr Pelayanan yang terkait dengan proses ﬂml pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi : . .
No Komponen Uraian

1 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2009 tentang Pelayvanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang MNomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomeor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukarn;

g. Peraturan Presiden MNomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pendudok

Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbaszis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanasn
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran




Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Peranghkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Dacrah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudulkan;

Sarana, Prasarana,

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

dan /atau Fasilitas
Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. hepala Bidang
Pengawasan Internal | b, Sekretaris
c. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 3 orang

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Penduduk Orang Asing vang nyaman, transparan, cepat dan tepat

Jaminan Pelayvanan \

Jaminan Keamanan

dan Keselamatan Kartu Keluarga (KK) Penduduk Orang Asing dicetak dijamin standar keasliannya
Pelayanan

Evaluasi Kinerja

Pelaksanan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110- D.04/DUKCAPIL/2025
Revisi : 22 Agustus 2025
Tgl. Efektif ;22 Agustus 2025
Penerbitary Kartn Tands Peaduthuk | 7 .
Elektronik (KTP-el)
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery] meliputi :
Mo Komponen Uraian
1. | Persyaratan e. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah
Administrasi b. Fotokopi Kartu Keluarga KK
2. | Si , Mekani ; ——‘ — ==
ﬁmmur G Menerima dan Mengoreksi Melakukan Melakukan Konsolidasi
Pemohon | o kelengkapan persyaratan o perekaman KTP-gl > data perekaman KTP-el
(Pengadministrasi {Operator SIAK) (Petugas Pencetakan
Kependudukan) KTP-el)
v
Meregistrasi KTP-el
Pemohon (%= oo gadministrasi
Kependudukan)
3. | Jangka Waktu 24 Jam
pelayanan
4. | Biaya/Tarif a. Rp. 0,- —
5. | Produk Pelavanan Kartu Tanda Penduduk Elektromik (KTP-el)
6. | Penanganan a. HP : WA. 081213331867
Pengaduan, saran b. Webzite : httpe [ fdisdukeapil cirebonkota go.id
dan masukan c. E-mail : disdukcapilicirebonkota.go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
(manufacturing) meliputi :
No Komponen Uraian

1 | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayvanan Publik;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan,

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempalt atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Permturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafltaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

I. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daecrah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nemor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
disclenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

2. | Sarana, Prasarana,

it . Pri A , Tel " Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan dan Kamera
dan/atau Fa ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja




Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
Pengawasan a. HKepala Bidang
Internal b. Sekretaris
¢. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 5 orang
Jaminan Pelayanan | Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) vang nyaman, transparan, cepat dan tepat

waktu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelavanan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dicetak dijamin standar keasliannyva

Evaluasi Kinerja
Pelaksanan

1 Bulan Sckali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110 - D.05/DUKCAPIL/2025
Revisi ) : 22 Agustus 2025
Pen Kk Earas TS Tgl. Efektfl ;22 Agustus 2025
Penduduk elektronik (KTP-el)
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
A Komponen Standar Pelavanan vang terkait dengan proses pervam paian pe]aj.'aan{aeﬂrice delivery) meliputi :
No. Komponern Uraian
1. Persyaratan a. KTP-el rusak
Administrasi 1) Melampirkan KTP-¢l yang rusak

2] Fotokopi KK

b. KTP-el hilang
1]  Melampirkan Surat Lapor Kehilangan dari kepolisian
2} Fotokopi KK

¢. Perubahan data KTP-el
1) Melampirkan KTP-el
2}  Melampirkan fotokopi KK perubahan

N Sistem, Mekanigme

dan Prosedur Menerima dan mengoreksi Melakukan  konsolidasi
Pemohon 4—w Iit'icnglmpfn'! persyaratan | | data perekaman KTP-el / | ] Pemohon
{ Pengadministrasi Cetak Ulang KTP el
Kependudukan) {Operator KTP-el}
. | Jangka Wakmu 53 — =
3. Seavanan 2 Jam
4| Biaya/Tanf a Rp. 0,
5. Produk Pelavanan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)
6, | Penanganan a HP WA 0B1213331867
Pengaduan, saran b. Website : hirps ) S disdukcapil.cirebonkota, go. jd
dan masukan c. E-mail 1 thsdukcamliscrebonkota. go.wd
d. E-LAPOR ' Wehiste : lapor.go.id

B | Komponen Standar I"e'l'a;anan vang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi {_m&nurai-ﬁﬁnéj

meliputi ;
Mo Komponen Uraiam
1 | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

g, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan:

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Momor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan secara Nasional,

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negerdi Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1009 Tahun 2019 tentang Formulir dan Bulku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nemor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan

Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan;
Sarana, Prasarana,

dan/ Fasilit ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan Kamera

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
s a. Kepala Bidang
EAWRSAT i
- b. Sekretaris
¢, Hepala Dinas

Jumlah Pelaksana 5 orang

Penggantian Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yvang nyaman, transparan, cepat dan tepat

Jaminan Pelayanan | o 00

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dicetak dijamin standar keashannya
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksanan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen @ 110 - D.O6/DUKCAPIL/2025

Penerbitan Kartu Tanda Revist Al sl
Penduduk Elektronik (KTP-l) | 18- Bfekil 22 Agustus 2025

Penduduk Orang Asing

: Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No. Komponen Uralan
L. mﬁ;‘;‘;i a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
c. Fotokopt Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagl penduduk vang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun
d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
e. Fotokopi paspor dan Izin Tinggal Tetap
2. | Sistem, Mekanisme | _ . =
dan Prosedur Menerima dan Mengoreksi Melakukan Melakukan Konsolidasi
Pemohon . kl:l:ngkap_ﬂr! persyaratan L perekaman KTP-¢l > data perekaman KTP-¢l
(Pengadministrasi (Operator SIAK) (Operator KTP-el)
Kependudukan)

'

Meregistrasi KTP-el
Pemohon  |le— (Pengadministrasi

Kependudukan)
|
Jangka Waktu
3. 24 Jam
pelayanan
4. Biava [Taril Rp. O,-
5. Produk Pelayanan Kartu Tanda Penduoduk Elektronik (KTP-el) Penduduk Orang Asing
6. | Penanganan a. HP : WA 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : hitp: / fdisdukcapil. cirebonkota.go.id
dan masukan c. E-mail » disdukcapikzcirebonkota. go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id
[ B | Komponen Bt:nﬂlr&hyluny;n(terhlt dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
| meliputi :
| No Komponen - Uraian . S
1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administresi Kependudukan; sebagaimansa

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomer 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan Secara Nasional schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafltaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;




. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
disclenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Adminisirasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana, ; . ; .
dan/etsu Fasilitas ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan Kamera

Kompetensi a. Memahami Peraturen Perundang-undangan
Pelakeana b. Mampu memalankan Aplikasi
i 2. Kepala Bidang
T b. Sekretaris
Internal

c. HKepala Dinas

Jumlah Pelaksana 3 orang

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Penduduk Orang Asing vang nyaman, transparan,

Jeminan Pelayenan cepat dan tepat wakiu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Penduduk Orang Asing dicetak dijamin standar keasliannya
Pelayanan

Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan 1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110 - D.07/DUKCAPIL/2025
Revisi + 22 Agustus 2025
. i Tgl. Efektif 22 stus 2025
Penerbitan Kartu Identitas Anak g Agd
(KIA)
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery] meliputi ;
Mo Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Telah berusia 0 s/d 17 tahun kurang 1 han
Administrasi b, Fotokopi Akta Kelahiran
c. Fouockopi Kartu Keluarga KK SIAK
d. Pas foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar untuk usia di atas 5 (lima) tahun
2. | Sisten, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan mengoreksi Melakukan scan foto dan Meregistrasi K1A dan
Pemohon kelengkapan persyaratan | | pencetakan data KIA ey Menverahkan KIA
{ Pengadministrasi {Operator SIAK) { Pengadministrasi
Kependudukan) Kependudukan)
Pemohon
Jangka Waktu
3. eelAYRRALL 24 Jam ]
4. | Biava/Tanf Rp. 0,-
5. | Produk Pelayanan Kartu Identitas Anak [KIA]
6. | Penanganan a. HP : WA. 081213331867
Pengaduan, saran b. Webaite : http:/ /disdukcapil.cirebonkota.go.id
dan masukan c. E-mail : disdukeapiliacirebonkota.go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi {manufacturing)

meliputi
No Komponen Uraian
1 | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimansa

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

&.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Heempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

l.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daesrah Kota Cirebon Nomeor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan fatau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan dan Kamera

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. EKepala Bidang
Pengawasan i
Tvisesin b. Sekretans
¢. HKepala Dinas
Jumliah Pelaksana 4 orang

Jaminan Pelayanan

Penerbitan Kartu [dentitas Anak (KIA) yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Kartu ldentitas Anak (KIA) dicetak dijamin standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen @ 110 - D.O8/DUKCAPIL/2025
Revisi ) ¢ 22 Agustus 2025
Pelaporan Surat Pindah antar Tigh. Bbeiets TR
Kecamatan
| Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampalan pelayanan (service delivery) meliputi :

No. | Komponen Uraian
4 Pergyaratan a. Melampirkan KK dan KTP yang asli (SIAK)
© | Administrasi b. Mengisi F-1.03
| 2. Sistem,
Mekanisme dan Menerima dan Mengambil data Mengoreksi dan
Prosedur i mengoreksi beckas secara online dan memverifikasi berkas
mohon 4% sermohonan pindah ™™ mencetak konsep KK [ | surat keterangan pindah
{Pengelola Mutasi negeri (Operator dan konsep KK
Penduduk) SIAK (Subkoord )
Meregistrasi, memilah dan Mencetak KK Verifikasi Subkor Mengoreksi dan
menyershkan (Pengelola rator SIAK sertifikasi memverifikasi
Mutasi Pendudul) [ ] O ) 1 edwonkKK [*|  Subkoord konsep
{Kadis) KK (Kabid
J, Dafduk)
Pemohon
Jangka Waktu =
= pelayanan @4 dam
4 Biaya /Tarif Rp. 0,-
5. | Produk Pelayanan | Pelaporan Surat Pindah antar Kecamatan
6. Penanganan a. HP : WA, 0B1213331867
Pengaduan, saran b, Website ¢ hitp: / fdisdubccapil. cirebon kota,go.d
dan masukan c. E-mail : disdukeapkicirebonkota. go.id
d. E-LAPOR : Wehiste : lapor.go.id

| B Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :

No Komponen Uraian

1| Dasar Hukum 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
MNomor Induk Kependuduken Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Feraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
| Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
| Penduduk dan Pencatatan Sipil;




k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Bulu yang

L

digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Clrebon Momor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Momor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

. Peraturan Daerah Kota Cirebon Momor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemenntahan vang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan dan Kamera

dan/atau Fasilitas
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Kompetensi Pelaksana
Pt Pe b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
Pengawasan [nternal b. Sekretaris
c. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 3 orang
Jaminan Pelayanan Pelaporan Surat Pindah antar Kecamatan yang nyaman, lransparan, cepat dan tepat wakiu
Jaminan Keamanan
dan Keselamatan Pelaporan Surat Pindah antar Kecamatan dicetak dijamin standar keasliannva
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




Pelaporan Surat Pindah Datang WNI
Antar Kabupaten/Kota/Provinsi

STANDAR PELAYANAN No. Dokumen 110 - D.09/DUKCAPIL/2025
Revisi 22 Agustus 2025
Tgl. Efeltif 22 Agustus 2025

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudulkan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomeor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undeng Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Masional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery| meliputi :
No. Komponen Uraian
1. Persyaratan ) 5
. a. SKPWNI dari daerah asal (asli)
b. Mengisi Formulir F-1.03
2. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan Mengarmbil data Mengoreksi dan
.| mengoreksi berkas 3 secara online memverifikasi surat
Pemohon. (4—p permohonan (Pengelola o ( Operator -y keterangan pindah dan
| Mutasi Penduduk) SIAR/ADRB konsep KK (Subkoord )
Meregistrasi, memilah dan Mencetak KK Verifikasi s
| menyerahkan (Pengola Muasi {Operaior L Subkoord Mengoreksi dan
| Penduduk) « siaky [ Senifikasi  [F]  memverifikasi
| elekironik KK Subkoord
| (Kadis) konsep KK
. l { Kabid)
|
: Pemaohon
| Jangla Waktu
3. | pelayanan 24 Jam
4. | Biaya/Tarif Rp. 0,-
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang WNI Antar KabupatenKota/Provinsi
6. | Penanganan a HP : WA, 081213331867 ' il
Pengaduan, saran b.  Website ¢ hittp: / fdisdukcapil cirebonkota. go.id
dan masukan c. E-mail : disdukeapilicirebonkota.go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi : - -
No | Romponen LUraian ]
1 | Dasar Hukum




k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noemor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

l.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Darrah Kota Cirebon;

m, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
digelenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan;
dnnfa:;m Fasilit ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan Kamera
Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
o a. Kepala Bidang
EAWASAN ;
ey 1 b. Sekretaris
c. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 3 orang
i Pel Pelaporan Surat Pindah Datang WNI Antar Kabupaten /Kota/Provinsi yang nyaman, transparan, cepat

dan tepat wakiu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Surat Keterangan Pindah Datang WNI Antar Kabupaten [Kota/Provinsi dicetak dijamin standar
keasliannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen 110 - D.10/DUKCAPIL/ 2025
Revisi 22 Agustus 2025
Penerbitan Surat Pindah Keluar Tel. Efektil 22 Agustus 2025
WNI/OA Antar
Kabupaten { Kota/Provinsi

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
A | KHomponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
Mo, Komponen Uraian
1. Persyaratan i e B
Adtnienait a. Mengrﬁi Formulir F-1.03
b. KK asli
2. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan Memproses konsep Mengoreksi dan
Pemol mengoreksi berkas sural pindah keluar memverifikasi surat
™ permohonan ( Analis [ ™ (Operator {Wsmk s ﬁ:’nﬂd:hh :1m
. o tang
Dukcapil } SIAK/ADB) Penduduk)
Meregistrasi, memilah Mencetak surat Verifikasi Subkor Mengoreksi dan
dan menyerahkan le|  keterangan pindah Sertifikasi elekironik | | memverifikasi
( Pengelola Mutasi keluar { Administrator *  surat keterangan Subkoord sural
Penduduk) SIAK) pindah keluar Keterangan
(Kadis) pindah keluar
(Kabid)
Pemohon
. | Jangka Waktu -
B | e 24 Jam
4. | Biava/Taril Rp. 0,-
3. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar WNI Antar Kabupaten /Kota / Provinsi
6. | Penanganan a. HP : WA, O0B12133318567
Pengaduan, saran b.  Website ¢ hitp: [ /disdukeapil cirebonkota. go.id
dan masukan c. E-mail disdukcapikicirebonkota. go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id
B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
(manufacturing) meliputi :
No Komponen

Uraian

Dagar Hulcum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Peraturan Presiden Momor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
MNomor Induk Kependudukan secara Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;




L. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daecrah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomer | Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Pelaksanaan

2. | Sarana, Prasarana, ) . ; y
dan Jatsu Fusilitas ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet
3. | Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
4. | Pengawasan a. HKepala Bidang
Internal b. Sekretaris
¢. Kepala Dinas
5. | Jumlah Pelaksana 3 orang
6. | Jaminan Pelayanan | Penerbitan Surat Pindah Keluar WNI Antar Kabupaten/Kota/Provinsi yang nyaman, transparan,
cepat dan tepat waktu
¥ | Remindn Kaaosknia Surat Keterangan Pindah Keluar WNI Antar Kabupaten /Kota/Provinsi dicetak dijamin standar
dan Keselamatan ; Hannya
8. | Evaluasi Kinerja

1 Bulan Sekali




Penerbitan Surat Keterangan
Pindah Keluar Negeri (SKPLN)

No. Dokumen
Revisi
Tgl. Efektif

110 - D.11/DUKCAPIL/2025
22 Agustus 2025
22 Agustus 2025

STANDAR PELAYANAN

: Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15

Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
1. Persyaratan a. Berkas SPPLN [Surat Pengantar Pindah Luar Negeri)
Administrasi 1) KK Asli
2] KTP-el
3) Dokumen Perjalanan
4} Kartu lz#in Tinggal Tetap
3] Mengisi Formulir F-1.03
b. Berkas SKPLN
1] Formulir SKPLN di Disdukcapil
2] KK dan KTP asli ditarik di Disdukcapil
3] SKPLN digunakan sebagai salah satu svarat dalam pengurusan paspor
2, Sistem, Mekanisme dan
Prosedur Menerima dan Memproses konsep Mengoreksi dan
mengoreksi berkas surat pindah keluar memverifikasi surat
Pemohon %—8  oormotonan ( Analis [ ®|  negeri (Operator keterangan pindah keluar
Dukeapil ) SIAK/ADB negeri {Subkoord }
Meregistrasi, memilah Mencetak surat Verifikasi Subkor M mw,ﬂ:,b' d
dan menyerahkan keterangan pindah Sertifikasi elektronik mm-.reriﬁ::,u:r
(Pengelola Mutasi keluar negeri —  surat Ketenmgan | 1 o bkoord surat [
Penduduk) {Operator SIAK) pindah keluar negeri keterangan .
3 (Kadis) pindah keluar ||
keluar negeri |
Pemohon (Kabid) |
| Jangka Waktu
3. Delavainn 249 Jam —
4. | Biaya/Tarif Ep. 0,-
5. | Produk Pelavanan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri [SKPLN)
6. | Penanganan a. HP WA 081213331867
Pengaduan, saran dan b. Website : btip:/ fdisdukcapil.cirebonkota. go.id
masukan c. E-mail : disdukcapilincirebonkota. go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id
B Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
| meliputi:
No Komponen Lraian
1 | Dasar Hukum a  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Ferubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudulkan;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 19749 tentang Perkawinan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publilk;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomeor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sehagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran




Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebron Momor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan den Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

Kompetensi Pelaksana

8. Memaham Peraturan Perundang-undangan
b. Mampu menjalankan Aplikasi

Pengawasan Internal

a. Kepala Bidang
b. Sekretaris
c. Kepala Dinas

Jumilah Pelaksana

3 orang

Jaminan Pelayanan

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN) yang nyaman, rransparan, cepat dan
tepat wakiu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKFLN) dicetak dijamin standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
Felaksanaan

1 Bulan Sekal




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110- D.12/DUKCAPIL/2025
Revisi ¢ 22 Agustus 2025

Tgl Efektif  : 22 2
Penduduk Non Permanen 8k Bl Agustus 2025

: Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery] meliputi :

No Komponen Uraian
! P"“’.’“.““’:_i a. Fotokopi KTP-el (asli diperlihatkan);
b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) asli diperlihatian;
¢. Mengisi Formulir F1.15;
d. Surat Pengantar dari RT /RW atau surat keterangan dari instansi terkait;
2. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan mengoreksi Menginput data dan Mengoreksi dan
Pemohon kelengkapan persyaratan > mencelak konsep — memverifikasi
(Pengadministrasi penduduk non permanen konsep penduduk
Kependudukan) {Operator SIAK) T PEMTANEN
3. | Jangka Waktu
e 24 Jam
4. | Biaya/Tarif Rp. 0,-
5. | Produk Pelayanan Data Penduduk Non Permanen
6. | Penanganan a. HP : WA, 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : http: / fdisdukcapil cirebonkota, go. il
dan masukan c. E-mail : disdukcapikacirebonkota go.id
d. E-LAPOR . Webiste : lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliput :

No Komponen Uraian

1 | Dasar Hukum a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomaor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudulkan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudulkan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negars dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

1.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Momor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Dasrah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;




Sarana, Prasarana,
dan /atan Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan dan Kamera

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelakeana b. Mampu menjalankan Aplikasi
Pengawasan Internal | a. Kepala Bidang
b. Sekretaris
c. Kepala [Mnas
Jumlah Pelaksana 3 orang
Jaminan Pelayanan Pendataan Penduduk Non Permanen yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Data Penduduk Non Permanen dijamin standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110-D.13/DUKCAPIL/2025
) Revisi : 22 Agustus 2025
Penerbitan Surat Keterangan Tgl. Efektif ;22 Agustus 2025
Tempat Tinggal (SKTT) Bagi
Penduduk
Orang Asing
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
A | Komponen Standar Pelayanan yvang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery] meliputi ;
Na. Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Fotokopi paspor
Administrasi b. Fotokopi Kartu lzin Tinggal Terbatas (KITAS) yvang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi
c. Pas foto warmna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar
d. Mengisi formulir biodata di Disdukcapil
2. | Sistem. Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan mengoreksi Menginput data dan Mengoreksi konsep
Pemohon kelengkapan persyaratan |y mencetak konsep SKTT g gl SKTT (Subkoord
(Pengadministrasi {Operator SIAK) Identitas Penduduk)
Kependudukan)
Meregistrasi, membubuhkan Cap Menandatangani Mengoreksi konsep
Pemohon dan menyerahkan (Pengolah data  — SKTT (Kadis) — SKTT (Kabid
identitas penduduk’) Dafduk)
Jangka Waktu
3. pels: 24 Jam
4. | Biaya/Tarif Rp. 0,-
5. | Produk Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi Penduduk Orang Asing
6. | Penanganan a. HP T WA D81213331867
Pengaduan, saran b. Website : hitp: / fdisdukcapil. cirebonkota.go.id
dan masukan ¢e. E-mail : disdukcapiliicirebonkota. go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

meliputi :
No Komponen Uraian |
1| Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

[. Peraturan Pemerintah Nomer 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Fenerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan
Eeempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbagis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;




L Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nemor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daersh Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudulkan;

Sarana, Prasarana,
dan fatay Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalanian Aplikasi

a. Kepala Bidang
Pengawasan Intermal | b, Sckretans

c. Hepala Dinas

Jumlah Pelaksana

3 orang

Jaminan Pelayanan

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi Penduduk Orang Asing yvang nvaman,
transparan, cepal dan tepat waktu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelavanan

Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi Penduduk Orang Asing dicetak dijamin standar
keashannva

Evaluasi Kinerja
Pelaksanan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen 110 - C.14/DUKCAPILf 2025
Revisi 22 Apgustus 2025
Pesicatatan Lahir Mati Tgl. Efektif 22 Agustus 2025
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A HKomponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Foiokopi KK
Administrasi b. Fotokopi KTP-el orang tua (suami istri)
¢. Surat Keterangan Lahir Mati dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin /Bidan Praktek
d. Fotokopi KTP-el 2 {dua) orang saksi vang sudah dewasa
e. Fotokopi buku nikah orang tua
f. SPTJM pasangan suami dan isteri (jika poin e tidak terpenuhi)
2. Sistermn, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan mengoreksi Meregistrasi berks Menginput data dan
o kelengkapan persyaratan permohonan suket lahir mencetak konsep suket
|l (Petugas) ™ mati 'Fu;."fdm inistrasi lahir mati (Operator SIAK)
ta)
Mencetak Suket Lahir Verifikasi Mengoreksi, Mengoreksi,
Mati (Operator SLAK) Sertifikas: Elektronik menverifikasi, memverifikasi,
-+ Suket Lahir Mati r— memberikan paraf’ e  memberikan paral
{Kadis) konsep suket kahir mati konsep suket Ishir mati
(Kahid) [ Subkor)
L J
Memilah berkas suket
lahir mati {Petugas) Pescsilion
Jangka Waktu
3. pelay 24 Jam
4. Biaya/Tari a. :Rp. 0,
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati
b, Penanganar a. HP :WA. 081213331867
Pengaduan, saran b. ‘Website » http/ fdisdukcapil. corehonkota go.id
dan masukan c. E-mail : disdukcapibiicirebonkota go. id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id
B Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
| meliputi :
Ma Komponen Uraian
1 Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernntahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Momor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanasn Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Ferubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menterdi Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15




Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nemor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Momor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Dacrah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

ATHE, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
b a. HKepala Bidang

ERWRASADN A
lnkesnal b. Sekretans

¢. Kepala Dinag

Jumlah Pelaksana 8 orang
Jaminan Pelayanan | Surat Keterangan Lahir Mati yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan Keamanan
dan Keselamatan Surat Keterangan Lahir Mati dicetak dijamin standar keashannya
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sckali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110 -C.15/DUKCAPIL/2025
Revisi : 22 Agustus 2025

Pensrbitan Surat Ke gin Tgl. Efektif ;22 Agustus 2025

Pembatalan Perkawinan

Unit Kerja

: Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

A

Komponen Standar Pelayanan terkait de nan (service de! meliputi :

No.

Homponen

Uraian

1.

Persyaratan
Administrasi

Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan

Fotokopi KTP

Putusan Pengadilan Negeri tentang Pembatalan Perkawinan vang telah memperoleh kelkuatan
hukum tetap

d. Kutipan Akta Perkawinan suami isten

pee

Sistern, Mekaniame
dan Prosedur

Menerima dan mengoreksi Menginput data dan Memverifikasi, memvalidasi
kelengkapan persyaratan mencetak konsep Suket dan memberikan paral
Pemohon  Jgp {Pengadministrasi ) | Pembatalen Perkawinan J o  konsep Suket Pembatalan
{Orperator SIAK) Perkawinan

{ Bubkor)

Memilah berkas I
dan menyerahkan Mencetak Suket Memverifikasi, Memverifikasi,
Suket Pembatalan Pembatalan menyvalidasi Suket memvalidasi,  dan
Perkawinan Perkawinan g—{ Pembatalan Pedawinan L | memberikan  paral
(Pengadministrasi) {Operator SIAK) dan Perunl:lnmgmm konsep Suket
clektronik (Kadis) Permbatalan
; Perkawinan
(Kabid)

Pemohon

Janghka Waktu
pelayaiian

24 Jam

Biaya/Tarif

a. Rp. 0,-

;||

Produk Pelayanan

Fenerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

HP : WA. 081213331867
Website : hitp:/ [ disdukcapil.cirebonkota.goad

E-mail ¢ disdhikcapiliicirebonkota_go id
E-LAFPOR : Wehiste : lapor.go.id

angom

meliputi :

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi [manufacturing)

Komponen

Uratan

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9@ Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 25
Tahun 2009 tentang Pelayvanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Pregiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pendudulk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendaysgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran




Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

L. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

dan/atau Fasilitas | AT Printer, Kemputer, Telepon, Ruang Kerja, Mcja, Kursi, Internet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
P AR ;. :pﬂla Bidang
Internal i pstaris
c. Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana 3 orang

Jetii Pel an | Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan yang nyaman, transparan, cepat dan tepat

wakiu
Jaminan Keamanan
dan Keselamatan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan dicetak dijamin standar keasliannya
Pelayanan ——
Evaluasi Kinerja 1 Bulan Sekali

Pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN

Penerbitan Surat Keterangan

No. Dokumen
Revisi
Tgl. Efektf

110 - C.16/DUKCAPIL/2025
22 Agustus 2025
22 Agustus 2025

Pembatalan Perceraian

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A Komponen Standar Pelayanan yang hrhltiﬁ;:n proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No. Homponen Uraian
L. Persyaratan a. Fotokopi Kartu Keluarga yang bersanghutan
Administrasi b. Fotokopi KTP
€. Putusan Pengadilan Negeri tentang Pembatalan Perceraian yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap
d. HKHutipan Akta Perceraian suami isteri
2, | Sistem, Mckanisme
dan Prosedur Menerima dan mengoreksi Menginput data dan Memvenfikasi, memvalidass
kelengkapan persyartan mencetak konsep Suket Suket Pembatalan Perceraian,
Pemohon s—w  (Pengadministrasi ) o Pembatalan Penceraian dan memberiken paral
{Operator SIAK) konsep Suket
{Subkor)
Memilah berkas dan Mencetak Suket Memverifikasi, Memverifikasi,
menyerahkan Suket Pembatalan memvalidasi Suket memvalidasi  dan
Pembatalan — Perceralan g | Pembatalan Perceraian | | memberikan  paraf
Perceraian {Opermtor S1AK) dan Menzndatangani konsep Suket
(Pengadministrasi) Suket Secan (Rabid)
Elektronik
+ {Kadis)
Pemohon
3 Jangka Waktu 24 Jam
pelavanan
4. Biaya /Tarif a Rp. 0- . s . B S —
5. Produk Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
6. Penanganan a. HP :WA. 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : http:/ fdisdukeapil cirebonkota.go.id
dan masukan c. E-mail : disdukcapilidcirebonkota. go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id
B Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :
Mo Komponen Uraian

Dasar Hulkum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagmmana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras Kependudukan;
Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduok
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Pregiden Momor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Momor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;




k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

l.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Circbon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
dizelenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon:

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

dan fatau Fasilitas
Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b.  Mampu menjalankan Aplikasi
Kepala Bidang
Pengawasan g .
Intermal b. Sekretariy

c. Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

3

Jaminan Pelayanan

Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Percermian vang nyaman, transparan, mpurda.n tepat
waktu

Jaminan Keamanan

dan Keselamatan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceradan dicetak dijamin standar keasliannya
Pelayanan _

Evaluasi Kinerja ;

Pelal 1 Bulan Sckali

=




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110 - C.17/DUKCAPIL/2025
Revisi o=
Penerbitan Surat Ke ngan Tgl. Efektif : 22 Agustus 2025
Pengangkatan Anak
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A_| Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi ;
Ne. Komponen Uraian
1. | Perayaratan a. Salinan Penetapan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (di legalisir bagi vang
Administrasi belum tanda tangan elektronik)
b. Fotokopi buku nikah /akta perkawinan orang tua angkat
¢. Fotokopi KK dan KTF orang tua anghat
d. Kutipan Akta Kelahiran anak vang bersanghkutan (ash diperlihatkan)
2. | Sistem, Mckanisme
dan Prosedur Menerima dan Menginpul data dan Mengoneksi,
mengoreksi mencetak konsep Catatan memverifikasi,
Pemohon |9 kelengkapan persyaratan 4—m  Pinggir (Operator SLAK) 41—.. memberikan paral
{Pengadministrasi) konsep Catatan
Pinggir (Subkor)
Memilah berkas dan Mencetak Mengoreksi dan Mengoreksi,
menyerahkan Catatan pinggir Catatan pinggir menanda tangani memverifikasi,
{Pengadministrasi) - {Operator i4—  Catatan pinggir 4 memberikan paral
SIAK) secara elektronik konsep Catatan
{Kadis) Pinggir {Kabid)
Pemohon
Jangka Waktu
3. layanan 24 Jam
4. Biaya/Tanf a. Ep. 0,-
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pengangkatan Anak/Penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak
fi. | Penanganan a. HP T WA, 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : hitp: / fdisdukcapil cirebonkota go.id
dan masukan c. E-mail : disdukcapiliicirebonkota. po.id
d. E-LAPOR : Wehiste ; lapor.go.id
B inmpuuiunhr?chylm yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :
No Komponen Uraian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukarn;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik:

c. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah, sebagmmena telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

£ Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis

Momaor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang |




digunakan dalam Administrasi Kependudukan:

.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1| Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi

Pelaksanaan

Kependudukan:
Sarana,
2- | danjetau ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet
Fasilitas
3 Kompetenai a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
" | Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
2. Kepala Bidang
4, | TEopaamh b. Sekretaris
Internal
c. Kepala Dinas
Jumlah
5. Pelal " 3 orang
g, | Jaminan Surat Keterangan Pengangkatan Anak/Penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak yang
| Pelayanan | nyaman, transparan, cepat dan tepat wakiu B
Jaminan
- Keamanan dan Surat Keterangan Pengangkatan Anak /Catatan Pinggir Pengangkatan Anak dicetak dijamin
* | Keselamatan standar keasliannya
Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja 1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110 -C.18/DUKCAPIL/2025

Pencatatan Perubahan Status
Kewarganegaraan

Revisi ;22 Agustus 2025
Tgl. Efelktif 1 22 Agustus 2025

: Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

pernyataan  janji setia atau  petikan Keputusan
pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

o

KK dan KTP-el (ash)
d. Dokumen Perjalanan

A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

Na. Komponen Uraian

L. :‘J;{:i':m a. Petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegarsan dan Berita Acara pengucapan sumpah atau
1

Menteri yang menvelenggarakan urusan

2. I Sistem, Mekanisme

dan Prosedur Menerima dan Menginput data dan Mengoreksi,
mengoreksi kelenghkapan mencetak konscp Sural memverifikusi,
Pemohon persyaratan Keterangan Perubahan P memberikan paral konsep
(Pengaministrasi) Kewarpanegaraan Suke1 Perubahan
{Operator STAK) Kewanganeraraan
lSukkur'l
| Memilah berkas dan Mencetak Suket Mengoreks: dan Mengoncksi,
menyerahkan Suket Perubahan memanda tangani Memverifikasi,
Perubahan Kewargancgaraanr g | Keowargancgaraan —  Suhei Perubahan —  memberikan paraf konsep
(Pengadministrasi) {Operator SIAK) Kew Suket Perubahan
sccara clektronik Kewarganegaraan (Kabid)
{Kadis)
Pemohon
1. Jangka Wakiu 24 Jam
pelayanan P — - e —
4, Biava/Tarf a. : Rp.0,-
D FProduk Pelayanan Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraa
| 6. | Penanganan a. HP : WA, 081213331867
Pengaduan, saran b, Website s hip: | fdisdukcapil. cirebonkota. go.id
dan masukan c. E-mail 1 disdukcapikrcirebonkota go. id
! d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id
L
E  Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :
No Komponen Uraian
1 | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publilg
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanasn Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
f.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;
g. Peraturan Presiden Momor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
MNomor Induk Kependudukan Secara Nasiomal sebagamimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;
h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendaysgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;




Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor | Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
disclenggarakan olch Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,

2. | dan/aten Fasilitas | 7% Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet
3 | Kompetensi A, Memahami Peraturan Perundang-undangan
’ Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
4, ' Pengawasan Internal | b. Seckretaris
: ¢. Kepala Dinas
5. | Jumlah Pelaksana 5 orang
6. I Jaminan Pelayvanan Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan vang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan Keamanan
1 dan Keselamatan Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan dicetak dijamin standar keasliannya
Pelayanan = g
g, | Sustons Sinene 1 Bulan Sekali

Pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN MNo. Dokumen : 110 - D.19/DUKCAPIL/2025
Revisi ;22 Agustus 2025
" Tel. Efeluif o 22 stus 2025
Surat Keterangan Pengganti Tanda ¢ s
Identitas
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk/Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliput :
No Komponen Uraian
1 Persvaratan a. Fotokopi KK
* | Administrasi
2. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Menerima foto copy KK Mengecek kebenaran dok. Mengoreksi dan
Pemohon  —m {Pengadminisirasi EK ( pengadminis trasi | memverifikasi
Kependudukan) kependudukan. ) fotocopy KK
{ Analis )
Meregistrasi,
Pemohon membubuhkan TTE
{Subkoord. Kabid, Kadis)
Jangka Waktu
3. pelay 24 Jam
4. | Biaya/Tarif Rp. O,-
5. Produk Pelavanan Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas
6. | Penanganan a. HFP : WA, OB1213331867
Pengaduan, saran b. Website : hitp: / fdisdukeapil cirebonkota. go. i
dan masukan c. E-mail : disdukcapilia cirebonkota.go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di intermal orgamisasi (manufacturing)

meliputi :
No Komponen Uraian
1 | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanasn Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan HKeempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nemor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon,




1. Permaturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelengparaan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan /atau Fasilitas

ATK Telepon, Buang Kerja, Meja, Kursi, , bak stempel dan stempel

Kompetensi a, Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b, Mampu menjalankan Adminstasi

oo a.  Kepala Bidang

Integarna]““ml b. Sekretaris

[ Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

4 pramng

Jaminan Pelayanan

Surat Keterangan Pengeant Tanda [dentitas vang nvaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan

Pelavanan

Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dijamin standar keabsahannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanan

1 Bulan Sekali




Pencatatan Peristiwa Penting

No. Dokumen
Revisi

Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN 110 - C.20/DUKCAPIL/2025

22 Agustus 2025
22 Apustus 2025

Lainnya

Unit Kerja

: Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

No. Komponen

A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan [service delivery) meliputi :
Uraian

1. | Persyaratan
Administrasi

sAange

Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (asli diperlihatkan)

Fotokopi KK [asli)

Fotokopi KTF (asli)

Formulir permohonan

2, I Sistem, Mekanisme
| dan Prosedur

Pemohon

Mencrima dan mengoreksi
kelengkapan persyaratan
(Pengadministrasi
Akta)

Menginpat data dan
mencetak konsep
Catatan Pinggir Akts
{Operator SIAK)

Mengoreksi,
memverifikasi,
memberikan paraf konsep
Catatun Pinggir Akt

i

i Sl ek

!

Membubuhkan Cap
Dinaz, Memilah berkas
Catatan Pinggir akia,
menyerahkan
{Pengadministrasi Akia)

Mengoreksi,
memverifikasi,
memberikan parafl’
konsep Catatan Pinggir
Akta (Kabid)

Menceink Catatan
Pinggir Akta {Operator
SIAK)

Menandatengani
Catatan Pinggir Akia
Secara Elektronik
{Kadis)

"+ -

'

Pemohon

Jangka Waktu
|_pelayanan

=

24 Jam

Biava/ Tarifl

Rp. O,-

Produk Pelayanan

FA R

Catatan Pinggir Akta

Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

enop

HP
Website
E-mail
E-LAPOR

WA, 081213331867
t hittp:/ /disdukcapil cirebonkota . go.id
s disdukcapilincirebonkota. go.id

: Wehiste : lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

meliputd :

Komponen

Uraian

1 Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudulan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tabun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomer [nduk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan




m.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukarn;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemenintah Dacrah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyvelenggaraan Admimistrasi
Kependudukan;

dan /aten Faailitas ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
Pengawasan b. Sel s
Internal )
¢. Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana 3 orang

Jaminan Pelayanan | Catatan Pinggir Akta yang nyaman, transparan, cepat dan tepat wakiu

dan Keselamatan Catatan Pinggir Akta dicetak dijamin standar keasliannya

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN
No. Dokumen : 110-C.2]1/DUKCAPIL/2025
Surat Keterangan Pelaporan Revisi : 22 Agustus 2025
Pencatatan Sipil Tgl. Efektifl ;22 Agustus 2025
Dari diluar Wilayah NKRI
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan [_mviu delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
L i‘;"!’#ﬂm_ a. Memgisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI (F2.02)
istran b. Kutipan Akta Kelahiran /Kematian {Perkawinan / Perceraian dari negara yang mengeluarkan setelah
di translate oleh penerjemah tersumpah
c. Surat Keterangan Kelahiran/Kematian / Perkawinan / Percergian dari Perwakilan Republik Indonesia
d. KTP-el
e. KK
f. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor]
2. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan mengoreksi Mengecek kebenaran Membuat konsep Suket
kelengkapan persyaratan dokumen { Administrator Pelaporan
T (Administraor Data ; Dasbase/Subkor) [ Kelabiran/Kematian/Perka
baseSubkor) winan/Perceraian WNI
diluar Wilavah NKRI
{Operator SIAK)
L
Kelahiran/Kematian Perkawinan/Pe Tm T;{m Memverifikasi., memvalidasi
reeratan dari :Illql‘::ri:llnyah MERI Soket M— dan memberikan paraf konsep
(Kahid) Subet
l (Subkor)
Membubuhkan Cap
Dinas, Memilah berkas Mencetmk Catatan
Catatan Pinggir akia, Pinggir Akta (Operator Pemohon
menyerthkan e SIAK)
! {Pengadministrasi Akta)
| Jangka Waktu
3. | pelavanan 24 Jam
4. | Biaya/Tarif Rp.0,-
3. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dan diluar Wilayah NKRI
6. | Penanganan a. HP : WA, 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : hietp:/ /disdukcapil. cirebonkota. go.id
dan masukan c. E-mail : disdukcapilucirebonkota go. id
d. E-LAPOR : Website : lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) |
meliputi :

Mo Komponen Uraian

1 | Dasar Hukum 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan,

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor

'| Induk Kependudukan secara Nasional;




h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturar Presiden Momor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

I, Peraturan Dacrah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nemor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daersh Kota Cireben Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselengearakan oleh Pemerintah Daerah Kota Circbon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan server

~ Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
' Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
Pengawasan
4, Int i b. Sekretaris

c. Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

3 orang

Jaminan Pelayanan

Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari diluar Wilayah NKRI yang nyaman, transparan,
cepat dan tepat waktu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari diluar Wilayah NKR! dicetak sesuai standar
keasliannva

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




Penerbitan Akta Kelahiran

STANDAR PELAYANAN No. Dokumen 110 - C.22/DUKCAPIL/2025
Revisi 22 Agustus 2025
Tgl, Efektif 22 Apustus 2025

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampalan pelayanan (service delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
1. Persyaratan a. Fotokopi KK (aslh diperlihatkan)
Administrasi b. Fotokopi KTP kedua orang tua
c. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Praktek (Asli
diperlihatkan)
d. Fotokopi Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan (Asli diperlihatkan)
e, Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi
f. Fotokopi jjazah dan surat nikah yang bersangkutan asli diperlihatkan juntuk akta kelahiran
dewasa)l
g Mengisi formulir permohonan
h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Data Kelahiran apabila pein ¢ tidak ada
i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pasangan Suami Istri apabila poin d tidak ada
2. Sistem, Mekamsme
dan Prosedur Menerima dan Menginput data dan Mengoreksi,
mengoreksi kelengkapan mencetak konsep memverifikasi,
Pemohon —m persyaratan — akta Kelahiran —»  memberikan paraf konsep
{Pengadministrasi Akla {Operator STAK) Akta Kelahiran (Subkor )
Kelahiran)
v
Menandatangani Mencetak Akia Verifikasi Mengoreksi,
Register { Kadis) Kelahiran | | Sertifikasi | memverifikasi,
=1 (Operator SIAK) Elektronik Akta memberikan parafl
v Kelahiran (Kadis) konsep Akta
Memilah berkas register dan Exfahiogn (Rabid)
Kutipan Akta serta menyerahkan
(Pengadministrasi Akta Kelahiran) Do
3. Jangka Wakia 24 Jam
pelayanan
4. Biaya/ Tarif Rp. 0,- —
5. Produk Pelayanan Akta Kelahiran
6. | Penanganan a. HP : WA 081213331867
Pengaduan, saran b. Webgite : hup: / fdisdukcapil cirebonkota.go. id
dan masukan ¢. E-mail : disdukeapildcirebonkota. go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi ;
Ne Komponen Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor © Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publilk;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admimistrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peratyran Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;




j.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaflaran
Penduduk dan Pencatatan Sipdl;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Admimstrasi Kependudukan,

.  Peraturan Daerah Kota Circebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daecrah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon MNomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,

2. dun /eten Fasilitns | ATH- Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet
5 Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
' Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
- 4. Kepala Bidang
EAWASAN i
4, internal b. Sekretaris
¢. Kepala Dinas

5. Jumlah Pelaksana B orang
. Jaminan Pelayanan | Penerbitan Akta Kelahiran yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan
7. Kesel e Akta Kelahiran dicetak dijamin standar keasliannya

Pelayanan
8, Reaiomst Kb 1 Bulan Sekali




Catatan Pinggir Perubahan Akta

No. Dokumen
Revisi
Tgl. Efelktif

STANDAR PELAYANAN 110 - C.23/DUKCAPIL /2025
22 Agustus 2025

22 Agustus 2025
Kelahiran

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampalan pelayanan (service delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
1. Persyaratan a. Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap
Administrasi b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (asli diperlihatkan)
c. Fotokopi KK (asli)
d. Fotokopi KTP (asli)
e. Formulir permohonan
2. Sistem, Mekamsme
dan Prosedur Menerima dan mengoreksi menginput data dan Mengoreksi,
Pacacih kelengkapan persvaraian mencetak konsep meemverifikasi,
i { Pengadministrasi %  Cotatan pinggirakta %  memberikan paraf konsep
Dhokismen ) [Owperator SIAK) Catatan pinggir akta
{Subkor)
Membubultkan Cap Dinas, Mengoreksi,
Memilah berkas Catatan Menandatangani Mencetak Catatan miemyverifikasi,
pinggir akin, menyerahkan Catatan pinggir  [#—] pinggir akia (Operator  [#—]  memberikan paraf
{Pengadministrasi akta (Kadis) SIAK) konsep Canatan
Dokumen) pinzeir akta (Kabid)
Pemohon
g, | Jungika Walkw 24 Jam
pelayanan = o —
g Biaya/ Tanfl a. Rp. 0,
5. Produk Pelayanan Catatan Pinggir Akta Kelahiran
6. Penanganamn a. HP WA, 081213331867
Pengaduan, saran b.  Website ; hitp:/ fdisdukcapil cirebonkota,ge.id
dan masukan c. E-mail ! disdukcapilgcirebonkots. go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id
B mmmmmhithmmmmhhumhnmﬁm‘mﬂawtmmﬂuﬂm
meliputi :
No Komponen Uraian
1 | Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: sebagaimana
telah diuvbah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomer 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran




Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
dipunakan dalam Administrasi Kependudukan;

.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon,

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

dan/atau Fagilitas
Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
Pengawasan ;
Sinkeneiad b. Sekretaris
¢. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 8 orang
Jaminan Pelayanan | Catatan Pinggir Akta Kelahiran yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan Keamanan
dan Keselamatan Catatan Pinggir Akta Kelahiran dicetak dijamin standar keasliannya
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




No. Dokumen
Revisi
Tgl. Efektif

110 - C.24 /DUKCAPIL/2025
22 Agustus 2025
22 Agustus 2025

STANDAR PELAYANAN

Pembetulan Akta Kelahiran

: Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Homponen Standar Pelayanan yang terkalt dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi ;
Uraian

Persvaratan
Administrasi

panep

Fotokopi KK dan KTP-el pemohon

Mengisi formulir permohonan vang ditandatangani pemohon
Fotokopi KTP-el 2 orang saksi

Asli kutipan akta

Fotokopi dokumen acuan (ljazah, surat nikah, dan lain-lain]

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

Pemohon

Menerima berkas dan

e register Akta,

. Menginput daia dan
mengorekst

-

menceiak konsep

pembetulan akia (Operntor
SIAK)

- memverifikasi,
memberikan catatan
pinggir di register

-

kelenghkapan persvaratan
(Pengadministrasi Akta)

Verifikasi

Menoatsk Al Sertifikasi

Kelahiran {Operator
SIAK)

4

Elektronik
pembetulan Akia
Perbaikan (Kadis)

Mengoreksi, memverifikasi,
memberikan paral konsep
pembetulan Akta (Kabid)

Memilah berkas register dan
Kutipan Akta, menyerahkan
(Pengadministrasi Akia)

Pemohon

Jangka Waktu
pelayanan

24 jam

Biava /Taril

Rp.Q, -

Produk Pelayanan

Akta Kelahiran

= Bl

Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

an o

HP
Website
E-mail
E-LAPOR

WA, 0B1213331867

s hup:/ fdisdukcapil cirebonkota.go. id
r disdukcapilicirebonkota go. id

: Website : lapor.go.id

Komponen Standar

Pelayanan

{manufacturing) melputi :

No

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

&,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Deerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang MNomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9@ Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik;

Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanasn Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Momor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Masional sebapaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Momor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Momor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaflaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Circbon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Hota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021

yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi




tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebomn;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudulkan;

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
Pe a. Kepala Bidang
NEAWRSAT ;
Internal b. Sekretaris
¢. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 6 orang

Jaminan Pelayanan

Pembetulan Akta Kelahiran yang nyaman, transparan, cepat dan tepat wakiu

Jaminan
Keamanan dan
Kesslamatan

Pelayanan

Akta Kelahiran dicetak dijamin standar keasliannya

Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110 - C.25/DUKCAPIL/2025

Revisi : 22 Apuatus 2025

Poniabitn Al Relatias Tgl. Efektif  : 22 Agustus 2025
WNI diluar Wilayah NKRI

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
Mo, Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Memgisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI (F2.01)
Administrasi b. Surat Kelahiran anak dari negara yang mengeluarkan setelah di translate oleh penerjemah
tersumpah
¢. Surat Keterangan Kelahiran dar Perwakilan Republik Indonesia
d. KTP-el
e, KK
f. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua (paspor]
g  Buku Nikah
2. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan mengoreksi Menginput data dan Memverifikasi, memvalidasi,
kelengkapan persyartan mencetak konsep Akla dan memberikan paraf
Pemohon {Pengadministrasi Akta || Kelshiran oleh Operator g keomsep Akta Kelahiran oleh
Kelshiran) SIAK A Subkor
Memilah berkas register dan Mencetak Akia Memverifikasi . Memverifikasi,
Kutipan Akta Kelahiran seria . Kelahiran oleh memvalidasi dan memvalidasi, dan
menycrahkan (Pengadminitrasi Operstor SIAK. 7 Penandatanganan memberikan paraf
Akta Kelahiran) secara TTE oleh konsep Akta
' Kadis Kelahiran olch Kabid
Pemohon
Jangka Waktu
3. pelayanan 24 Jam
4. | Biaya/Tarif Rp.0,-
5. Produk Pelayanan Akta Kelahiran WNI diluar Wilayah NKRI
6. | Penanganan a. HP : WA DB1213331867
Pengaduan, saran b.  Website : hitp: / fdisdukcapil cirebonkota.go.id
dan masukan ¢. E-mail : disdukeapik@cirebonkota. go.i
d. E-LAPOR : Website : lapor.go.id
B | Komponen Standar Pelayanan yang terkalt dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi [manufacturing)
me :
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tehun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Momor 9@ Tahun 1975 tentang Pelaksanasan Undang Undang Momor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi EKependudukan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Momor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pendudulk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;




1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan server

Kompetensi &, Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi

Pengawasan % Kepala E_u.ﬂm:g

1 b. Sekretaris

painal c. Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana 3 Orang

Jaminan Pelayanan

Akta Kelahiran WNI diluar Wilayah NKR] yang nvaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan Keamanarn
dan Keselamatan
Pelayanan

Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran WNI diluar Wilayah NKRI dicetak sesuai standar keasliannya

Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dekumen : 110 - C.26/DUKCAPIL/2025
f Revisi . 22 Agustus 2025
Penerbitan Akta Kematian Tgl. Efektif i 22 Agustus 2025
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
Mo, Homponen Uraian
_ 1. | Persyaratan a. Fotokopi Surat Kematian dari Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter dan lain-lain atau Lurah Setempat
| Admimistrasi (asli diperlihatkan)
b. KTP dan/atau KK vang meninggal (ash)
¢. Fotokopi KTP dan KK ahli wans/yvang melaporkan
d. Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan yang meninggal (jika ada)
| e. Kutipan Akta Kelahiran yang meninggal (jika ada)
f. Mengsi formulir permohonan
2. Sistem,
Mekanisme dan Menerima dan Menginput data dan Mengoreksi,
Prosedur Butiaidinn mengoreksi kelengkapan mencelak konsep memverifikasi,
Sca ¥ persyaratan > akta Kematian =  memberikan paraf konsep
{ Pengadministrasi Akia (Operator SIAK) Akta K.ematian (Subkor)
Kematian)
Memilah berkas register dan - - 1
Kutipan Akta Kematian serta Mencetak Akta Verifikasi Mengoreksi,
menycrahkan Kematian Sertifikasi memverifikasi,
Kematian) SIAK) Kematian (Kadis) konsep Akta
l Kematian { Kabid)
? Pemohon
Jangka Waktu
3. pelayanan 24 Jam
Biaya /Tarif Rp. .-
Eﬁui Penerbitan Akta Kematian
6. | Penanganan a. HP PWA, 081213331867
Pengaduan, h, Websile : hitp: / [ disdukeapil cirebonkota.go.id
saran dan c. E-mail s disdukeapiliocirebonkota go.id
masukan d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolasn pelayanan di internal organisasl

(manufacturing) meliputi :

Na Kom ponen Urman

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah

I beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Memear 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor @ Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

1 Dasar Hulourm f. Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Noemor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomeor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor [nduk Kependudukan Secara Naslonal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i.  Peraturan Menter Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;




Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebonmn Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Dacrah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana,
Prasarana, ; :
2. | dan Jatau ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kendaraan dan Kamera
Fasilitas
3 Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
' Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
Pengawasan 2
4, Satetiil b. Sekretaris
¢. Kepala Dinas
5 Jumlah Bomeia
* | Pelaksana B
Jaminan ; :
6. Palayanan, Penerbitan Akta Kematian vang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan
Ts Kenel Akta Kematian dicetak dijamin standar keashiannva
Pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN
No. Dokumen : 110 - C.27/DUKCAPIL/2025
Pencatatan Akta Kematian Revisi : 22 Agustus 2025
WNI diluar Wilayah NKRI Tgl. Efelktif i 22 Agustus 2025
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkailt dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Memgisi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil dan Luar Wilayah NKRI (F2.02)
| Administrasi b. Surat Kematian dari negara yang mengeluarkan setelah di translate oleh penerjemah tersumpah
¢. Surat Keterangan Kematian dari Perwakilan Republik Indonesia
d. KTP-el
e. KK
f. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor]
2. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan Menginpul data dan Memverifikasi,
Pemohon -l mengoreksi kelengkapan mencetak konsep memvalidasi dan
persyaratan ™ Akta Kematian M memberikan paral konsep
{Pengadministrasi Akta (Operator SIAK) Akta Kematian (Subkor)
Kematian)
Memilah berkas register dan Mencetak Akta Memverifikisi, ; :
Kutipan Akta Kematian serta  fg | Kematian F— I (L ::::aTd;aT;m
menyerabkan (Pengadminitrasi (ODperator SIAK) PErSg— memberikan paraf
Akta Kematian) secara TTE Akta araf
Kemabinn I‘.mgp Akta Kematian
A {Kadis) (Kabid)
Pemohon
Jangka Waktu
| & belavanan 24 Jam
| 4. | Biaya/Taril Rp.0,-
5. Produk Pelayanan Akta Kematian
6. | Penanganan a. HP WA, 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : hitp:/ /disdukcapil. cirebonkota.go.d
dan masukan € E-mail ¢ disdukecapibecirebonkota. go. id
d. E-LAFOR : Website : lapor.go.id
B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi [manufacturing)
meliputi :
Mo Komponen Uraian

Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan: sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang MNomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemernntah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomeor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Komor induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penerapan Hartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional,

h. Pematuran Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;




k. Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 109 Tahun 2019 tentang Fermulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

1. Peraturan Daerash Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemenintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,

i/ Fasilitas ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan server

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
. HKepala Bidang
Pengawasan b. Sekretaris
Internal

. HKepala Dinas

Jumlah Pelaksana 3 orang

| Faniinan Pelayanen Penerbitan Surat Pelaporan Kematan WNI diluar Wilayah NKRI yvang nyaman, trangparan, cepat dan

tepat waktu
Jaminan Keamanan
dan Keselamatan Akta Kematian dicetak sesuai standar keasliannya
Pelayanan
Evaluasi Kinerja 1 Bulan Sekali

Pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110- C.28/DUKCAPIL/2025
Revisi : 22 Apustus 2025
Pemibetuian Alta Kematia Tgl. Efektif 1 22 Agustus 2025
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
Neo. Komponen Uralan
1. | Persyaratan a. Fotokopi KK dan KTP-el pemohon
Administrast b. Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon
c. Fotokopi KTP-el 2 orang saksi
d. Asli kutipan akta
e. Fotokopi dokumen acuan ([jazah, surat nikah, dan lain-lain)
2. | Sistem, Mekanisme Menerima berkas
dan Prosedur Damiliin  le— Menerima dan Menginput data dan Mgm“:m K!m:“ian
mengoreksi - mencetak konsep st g
kelengkapan persyaratan pembetulan akta kematian - i i
(Pengadministrasi Akia) {Orperator SIAK) AR -
pinggir di register (Subkor)
Mencetak Aktn Verifikasi *
Kematian (Operator Sertifikasi { s
SIAK) 4= Elektronik ) T T,
bewlan Akt [$7] o0 onoep
,‘ E"““ L pembetulan akta kematian
ematian (kadis) {Kabid)
Memulah berkas register dan
Kutipan Akts, menyerahlan
(Pengadministrasi Akta) | —| | omonon
Jangka Waktu ?
3, e S 24 jam
4. Biaya/ Taril Rp.Q,-
8. Produk Pelayanan Akta Rematian
6. | Penanganan e. HP DWA. 081213331867
Pengaduan, saran f. Website : hup: f/disdukeam] cirebonkots gl
dan masukan g E-mail 1 disdukcapilacirebonkota, go. id
h. E-LAPOR : Website : lapor.go.id
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pncng:lo_liln pe-lly;_n:n-ﬂi internal organisasi
[manufacturing) meliputi :
No Komponen Urafan I ’
1 | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir denpgan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

| d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanasn Undang Undang Nomor 1
| Tahun 1974 tentang Perkawinan;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomaor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Momor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Masional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
| 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

1.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentuken dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daerah Kota Cirebonm Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan fatau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
Pengawasan % Xy £
Internal b, Sekmt&'rli
c. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 6 orang

Jaminan Pelavanan

Pembetulan Akta Kematian vang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan

Pelayanan

Akta Kematian dicetak dijamin standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




Penerbitan Akta Perkawinan

No. Dokumen
Revisi
Tgl. Efekuf

STANDAR PELAYANAN 110 - C.29/DUKCAPIL/2025
22 Apustus 2025

22 Apustus 2025

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A Homponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
MNa. Komponen Uraian
1. Persyaratan 4. Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat
Administrasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilegalisir (asli diperlihatkan)
h. Fotokopi KTP Suami dan Isteri (asli dibawa)
¢. Fotokopi Kartu Keluarga (asli dibawa)
d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai (suami isteri)
¢. Pas foto berwarma berdampingan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
f. Fotokopi KTF 2 orang saksi
E. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya
h. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian
i. Mengisi formulir permohonan
Bagi orang asing melampirkan:
a. Dokumen Perjalanan
b. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas
c. Rekomendasi dari kedutaan/konsulat izin dan negara atau perwakilan negaranya.
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan mengorcksi Mengoreksi dan Menginput data dan
Pemohon  jg—m kelengkapan persyaratan L melaksanakan pencatatan 4| mencetak konsep Akta
{Pengadministrasi Akta perkawinan (Peugas Perkawinan (Operator
Perkawinan) Pencatat Perkawinan) SIAK)
Mencotak register dan e dzi f :
kutipan skt | | Veriihas Blekonil Memverifikasi, Memverifikasi
{Operator STAK) pada Kutipan . 4 memberikan berkas, & 444 berkas, & memberikan
[ Radis) paraf konsep kutipan paraf kemsep Kutipan
* akta (Kabid) akta (Subkor)
Memilah register dan berkas
Kutipan Akta Perkawinan "
(Pengadministrasi Akta ¥i Pemohon
Perkowinan |
Jangka Waktu N
2 pelayanan <t
4. | Biaya/Taril Rp. 0,- i
5. Produk Pelavanan Akta Perkawinan B
6. | Penanganan a HF : WA, 0B1213331867
Pengaduan, saran b. Website ¢ hitp: / fdisdukcapil cirebonkota go_id
dan masukan ¢. E-mail s disdukcapilicirebonkota po.id
d. E-LAPOR : Webiste ; lapor.go.id e

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait

dengan proses pengelolaan pelayanan di intermal organisasi

{manufacturing) meliputi :
Nao Komponen le_"ﬂn
1| Dasar Hukum a. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;
¢. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelakeanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dinbah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15




Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daesrah Kota Cirebon;

Peraturan Daernh Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
disclenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan fatau Fasilitas

ATH, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

Kompetensi 8. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
Pengumassn b. Sekretaris
Internal
¢. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 3 orang

Jaminan Pelayanan | Penerbitan Akta Perkawinan yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan Keamanan

dan Keselamatan Akta Perkawinan dicetak dijamin standar keagliannya

Pelayanan

Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen 110 - C.30/DUKCAPIL/2025
Revisi 22 Agustus 2025
Pembetulan Akta Perkawinan Tgl. Efektif 22 Agustus 2025

: Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Komponen

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan mrm'uuqu meliputi ;
Uraian

Persyaratan
Administrasi

rep o

Fotokopi KK dan KTP-el pemohon

Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon
Fotokopi KTP-el 2 orang saksi

Asgli kutipan akta

Fotokopi dokumen acuan ([jazah, surat nikah, dan lain-lain]

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

Pemohon

Menernima berkas dan

Biamaricen dan segister Akta Perkawinan,

Mengimpud daia dan
mencelak konsep

o

e

mengorcksi :
memverifikasi,
kelengkapan persyaratan harikar &

pembetilan Akia
(Pengadminisirasi Akia)

Perkawinan (Operator SIAK)

pinggir di register { Subkor)

Miencetak Akta Verifikasi Sertifikasi *

Perkawinan (Operator Elektronik pembetulan F ; .
SIAK) Akin s M:ngmll:kll. memverifikasi,
‘II: . i }'"m memberikan paraf konsep
* pembetulan Akta
Perkawinan (Kabid)

Memilah berkas register dan Kutipan

Akta Perkawinan, menyverahkan

(Pengadministrasi Akes) T

: Jangks Waktu
| pelayanan

24 jam

Biaya /Taril

Rp.0,-

o] Lo

Produk Pelayanan

Akia Perkawinan

Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan

a.
b,
o
d

HP
Webasite
E-mail
E-LAPOR

: WA, 0B1213331867

: hitp: ) disdukeapil cirebonkota. go.id
: 111_5_:_!_L_ik_n;__n_pl.l_.-_r_q_1_r{‘h-._‘unl_;mn 2o, bd

: Website : lapor.go.id

-

-nmmmmﬁmtﬁnmpmmmﬁhtmﬂmmﬂ

(manufacturing) meliputi :

Mo

Komponen

Uraian

Dagar Hukum

a,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 wentang Administrasi Kependudukan:

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Momor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

Peraturan Pemenntah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Momor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
ates Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomaor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Intermet

dan fatau Fasilitas
Kompetensi ¢. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana d. Mampu menjalankan Aplikasi
P .
Internal - o
[. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana | 6 orang

Pembetulan Akta Perkawinan yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Akta Perkawinan dicetak dijamin standar keasliannya

1 Bulan Sckali




STANDAR PELAYANAN MNo. Dokumen : 110-C.31/DUKCAPIL/2025
Revisi : 22 Apustus 2025

: F Tgl. Efektif o 224
Penerbitan Akta Perceraian B Nl gustus 2025

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
| A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan |service delivery] meliputi :
No. Komponen Uraian
L. Persyaratan a. Fotokopi Kartu Keluarga yang bersangkutan (asli dibaws)
Administrasi b. Fotokopi KTP (asli dibawa)
¢. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian vang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap (asli diperlihatkan)
d. Pengantar putusan pengadilan Negen tentang perceraian vang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap
= S e. Kutipan Akta Perkawinan suami dan isteri (asli)
2. Sigterm, Mekanisme
dan Prosedur Menerima dan Menginput data dan Mengoreksi,
B ik mengorcksi kelengkapan mencetak konsep memverifikasi,
persvaratan — Akta Perceraian memberikan paral konsep
{ Pengadministrasi Akta (Operator SIAK) Akta Perceraian (Subkor)
Perceraian)
Memilah beekas Mencetak register Verifikasi Mengorcksi,
register dan Kutipan dan kutipan akta Sertifikasi memverifikasi,
Akta, menyerahkan  |#—| (Operator SIAK) #—|  Elektronik pada =  Memberikan paraf
{Pengadministrasi Akta Kutipan Akta (Kadis) konsep Akta
Perceraian) Perceraian {Kabid)
Pemohon
Jangka Wakitu o I - S =
_.3-_ | pet 24 Jam
4. | Biaya/Tarif Rp. 0,-
5. Produk Pelayanan Akta Perceralan
a, Penanganan a HP WA 081213331867
Pengaduan, saran h.  Website : hitp: / fdisdukcapil circhonkota.go.ad
dan masukan ' 3 E-mail s disduk: H.|'Inii’..'| irehonkoba M il
d E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id
B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Momor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengeant Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;
e, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;
g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pencrapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan secara Nasional;
h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Noemor 15 Tahun




2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 9% Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
Peraturan Daerah HKota Cirebon Nomor 5 Tahun 202] tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Circbon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daermh Kota
Cirebonn Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
8. Kepala Bidang
Pengawasan :
Intarnal b. Sekretans
c. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 8 orang

Jarminan Pelayanan

Penerbitan Akta Perceraian vang nvaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayvanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

Akta Perceraian dicetak dijamin standar keasliannya

1 Bulan Selali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110 - C.32/DUKCAPIL/2025
Revisi ;22 Agustus 2025
Pambetilan Alta B g Tgl. Efektifl ;22 Agustus 2025
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pmnm_p;ulm pelayanan (service delivery) meliputi :
No. Komponen
1. Pergyaratan a. Fotokopi KK dan KTP-el pemohon
Administrasi b. Mengisi formulir permohonan vang ditandatangani pemohon
¢. Fotokopi KTP-el 2 crang saksi
d. Asl kutipan akta
e. Fotokopi dokumen acuan (ljazah, surat nikah, dan lain-lain}
2. | Sistem, Mekanisme .
dar Prosedur Pemat — Menerima dan Menginput daa dan T"mﬂ“p dm.
mengoreksi mencetik konsep ey
knlmnkapaupu's:flmn pembetulan Akia Perceraian — ::E;"iﬂ:%
(Pengadministrasi Akia) (Operator SIAK) inggir di register (Sublor)
Mencetak Akta Verifikasi Sertifikasi "
Perceraian (Operator  Lg—| Elektronik pembetulan Mengoreksi, memverifikasi
SIAKY nkt“{mm lg—{ memberikan paraf konsep
* pembetulan Akta Perveraian
: - ; [Kabid)
Memilah berkas register dan Kutipan
Akta Perceraian. menverahkan
{Pengadministrasi Akta) —pf Dol
|
| Jangka Wakiu :
3 | pelavanan 24 jam
4. | Biaye/Tarif Rp.0,-
3. Produk Pelayanan Akta Perceraian
6. | Penanganan a. HP : WA, 081213321867
Pengaduan, saran b. Website : http:/ Jdisdulkceapil cirebonkota. go.id
dan masukan ¢. E-mail : disdukcapiliccirebonkots. go.id
d. E-LAPOR : Website : lapor.go.id

B | Komponen Standar P'ﬂ.l]'lll.l:ll yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
[muubcturlnﬂmli!-u

Ne Komponen Uraian

I | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubsh terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantd Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanasan Undang Undang Nomer 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Momer 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Pregiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Hartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaltaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Hota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana, " ; 2 <
dan /atau Fasilitas ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet
Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Hepala Bidang
m‘;‘f““ b. Sekretaris
¢, Hepala Dinas
Jumlah Pelaksana 6 orang

Jaminan Pelayanan

Pembetulan Akta Percernian vang nyaman, tTransparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan

Pelayanan

Akta Perceraian dicetak dijamin standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN

Penerbitan Akta Pengakuan
Anak

No. Dokumen
Revisi
Tgl. Efekuf

110 - C.33/DUKCAPIL/2025
22 Apustus 2025
22 Agustus 2025

: Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung,
Administrasi b. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran.
¢. Fotokopi Surat Perkawinan Agama (dilegalisir).
d. Surat Penpgakuan anak dari avah biologis yang disetujui oleh ibu kandung.
e. Penetapan Pengaluan Bagi Anak Yang Dalam Pengakuan Yang Sah Menurut Hukum Agama
2 Sistermn, Mekaniame
dan Prosedur Menerima dan Mengoreksi,
mengorzksi kelengkapan Menginput data dan memverifikasi,
Pemohon persyaratan —»  mencetak konsep Akta B memberikan parafl
(Pengadministrasi Akta) {Dperator SIAK) konsep Akta
{Subkor)
Memilah berkas Akta dan Mencetak Verifikasi Mengoreksi,
menyerahkan Repister & Sertifikasi memverifikasi,
{Pengadministrasi Akta) < Kutipan Akta (% Elekironik Register — memberikan paraf
(Operator SIAK) & Kutipan Akta konsep Akta
(Kadis) (Kabid)
Pemohion
Jangka Waktu
3. pelayanan 24 Jam
4 Biaya / Tarif Rp. 0,
5. Produk Pelayanan Akta Pengakuan Anak
6. Penanganan a. HP WA, 081213331867
Pengaduan, saran b. Website + http:/ Sdisdukcapil.cirebonkota. go.0d
dan masukan c. E-mail : disdukcapiko cirebonkota.go.id
d. E-LAPOR : Wehiste - lapor. go.id
B HKomponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
| meliputi :
No Komponen Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahen Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang MNomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksansan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayvanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Peneérapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran




Penduduk dan Pencatatan Sipil:

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

l. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Darrah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebort Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Momor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,

2. dan /atau Fasilitas ATHK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet
3 Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
' Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
Pengawasan :
4, et b. Sekretaris
c. HKepala Dinas
Jumlah Pelaksana 8 orang
Jaminan Pelayanan | Penerbitan Akta Pengakuan Anak yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan Keamanan
p i dan Keselamatan Alkta Pengakuan Anak dicetak dijamin standar keasliannva
Pelayanan
g | EvaluasiKinega |, g 105 Sekali

Pelaksanaan




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110 - C.34/DUKCAPIL/2025
Revisi : 22 Agustus 2025
Pembetulan Akta Pengakuan Anak | 18- Efektil 22 Agustus 2025
Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
3 Uraian

I Persyaratan a. Fotokopi KK dan KTP-el pemohon
Administrasi b. Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon
c. Fotokopi KTP-el 2 orang saksi
d. Asli kutipan akta
e. Fotokopi dokumen acuan (ljazah, surat nikahi dan lain-lain}
2. | Sistem, Mekanisme .
dan Prosedur Pemohon  f—b Menerima dan Menginpu daa dan himmexachorias fan
o > RS __ Inessitek koteny register Akia P'tngahu.m
kelengkapan persyaratan pembetulan Akta Pengakuan —  Anak, memverifikasi,
i : e iemberikan catatan
(Pengadministrasi Akis) Anak (Operator SIAK) pinggir di register (Sublkor)
Mencetak Akia Verifikasi Sertilikasi *
Pengakuan Anak g—| Elekironik pembetuian . T
Mengoreksi, memver fikasi,
" SIAK) Al P?ﬂi?nm — membenkan paraf konsep
; pembetulan Akia
Dokl oo Tecctuber i R Pengakuan Anak (Kahid)
Akta Pengakuan Anak, menverahkan P
{Pengadministrasi Akta) —
Jangka Waktu A =
3. pelayanan 24 jam
4, Biaya, Tarif Rp.0,-
5. | Produk Pelayanan | Akta Pengakuan Anak
6. | Pemanganan a. HP : WA, 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : hitp:/ [disdukcapil. cirebonkota. go.id
dan masukan c. E-mail : disdukcapiliicirebonkota. go.id
d. E-LAPOR : Website : lapor.ge.id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkalt dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
(manufacturing] meliputi :
No Komponen

1 Dasar Hukum

) Uraian .l
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudulkan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturen Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbagis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasgional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden MNomor 26 Tahun 2000 tentang Penerapan Kartu Tanda Pendudulk
Berbasis Nomor [nduk Kependudukan secara Nasional;

h. Peramiran Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cama Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Formulir dan Bulku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

1.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan

Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Pelaksanaan

Kependudukan;
Sarana, Prasaran : ; . ]
2. don fata Fasit & | ATH, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet
1 Kompetensi a, Memahami Peraturan Perundang-undangan
" | Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
" Penga : gepnln Bidang
3 Internal : BEEnara
¢. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 6 orang
6. Jaminan Pelayanan | Pembetulan Akta Pengakuan Anak yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan
7. Kesel ks Akta Pengakuan Anak dicetak dijamin standar keasliannya
__ Pelayanan
8 Evaluasi Kinerja

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110 - C.35/DUKCAPIL/2025
Revisi + 22 Apustus 2025
Tel. Efektif v 22N 2025
Penerbitan Akta Pengesahan &l gusfus
Anak
Unit Kerja . Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No. | Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Fotokopi KK dan KTP kedua orang tua
| Administrasi b. Fotokopi Akta Kelahiran anak (asli diperiihatkan)
c. Fotokopi Akta Perkawinan orang tua (asli diperhihatkan)
| d. Fotokopi salinan penetapan pengadilan yang dilegalisir bagi anak vang lahir sebelum pemberkatan
| _agama.
2. | Sistem, Mekanisme
| dan Prosedur Menerima dan Menginput data dan Mengoreksi,
mengoreksi kelengkapan mencctak konsep memverifikasi,
Fomphon: k-9 persyaratan i {Operator SIAK) " memberikan paraf data
| { Pengadminisirasi Akia) pengesahan (Subkor)
|
| T
! Memilah berkas Akta Mencetak Verifikasi Mengoreksi,
dan menyerahkan Register & Sertifikasi memverifikasi.
{ Pengadministrasi ] Kutipan Akta  |g| Elektronik Register f#— memberikan paral
| Akia) (Operator SIAK) & Kutipgn Akta konsep Akta
i Kadis) (Kabid)
Pemohon
Jangka Waktu
% | dpuma i M E 5=
4. Biaya [ Taril Rp. 0,-
- Produk Pelayanan Akta Pengesahan Anak
6. Penangarnan a. HP WA, 0B1213331867
Pengaduan, saran b. Website : hittp: / fdisdukcapil cirebonkotas_ go id
dan masukan ¢, E-mail : disdukcapili cirebonkota, go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :

Mo Komponen Uraian

1 Dasar Hulowm a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomeor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 9% Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presidenn Nomor 9% Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negarae dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;




Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Fresiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
disclenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan fatau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

Kompetensi A, Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
Pe a. Kepala Budang
NEAWASAN
Satrnat b. Sekretaris
c. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 5 orang

Jaminan Pelayanan

Penerbitan Akta Pengesahan Anak vang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Akta Pengesahan Anak dicetak dijamin standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 Bulan Sckah




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110 - C.36/DUKCAPIL/2025
Revisi : 22 Agustus 2025
Pembetulan Akta Pengesahan Anak A IR : 22 Agustus 2025
Unit Kerja - : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan [service delivery) meliputi :
No. Komponen Uralan
1 Persvaratan a. Fotokopi KK dan KTP-el pemohon
Administrasi b. Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon
c. Fotokopi KTP-el 2 orang saksi
d. Asli kutipan akta
e. Fotokopi dokumen acuan (ljazah, surat nikah, dan lain-lain)
2. | Sistem, Mekanisme :
s = - Menerima berkas dan
dan Prosedur «—> Menerima dan Menginput data dan menceiak »
i mengoreksi =g konsep pembetulan Akia ::;tﬂ s mﬁ‘:’“
h]:l'laklﬂlﬂ. pﬂ!]_rm thm Anak {{)‘pmll:l’ — a “‘_ﬂ'ml‘m (¥ L
(Pengadministrasi Akta) SIAK) pinggir di register {Subkor)
Mencetak Akta Verifikasi Sertifikasi *
Pengesahan Anak 4—| Elekironik pembetulan Me : =
S ngarelm. memverifikasi,
(Operator SIAK) Akta PTE:sd_:i?n Anak l¢—| memberikan paraf konsep
* pembetalan Akt
Memilah berkas register dan Kutipan EANIEAS ATk St
Akt Pengesahan Anak, menyerahkan Passohos
(Pengadministrasi Akta) -
Jangka Waktu ;
3. pelayanan 24 jam _
4. | Biaya/Taril Rp.0,-
5. Produk Pelayanan Alcta Pengesahan Anak
6. | Penanganan a. HP : WA, 0B1213331867
Pengaduan, saran b. Website i hittp: / fdisdulkecanil.cirehonkota.go.id
dan masukan c. E-mail » disdukcapikicirebonkota. oo id
d. E-LAPOR : Website : lapor.go.id
B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan d1 Internal organisasi |
[manufacturing] meliputi :
No Komponen Uraian
1 Dasar Hulkum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengpantl Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secaras Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Mentéri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dann Buku vang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

l.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
Pengawasan a. Ke B
Internal b. Sekretaris
c. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana & orang

Jaminan Pelayanan | Pembetulan Akta Pengesahan Anak yang nyaman, transparan, cepat dan tepat wakta
Jaminan B ST

Keselasantan Akta Pengesahan Anak dicetak dijamin standar keasliannya

Pelayanan

| Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110 - P.37/DUKCAPIL/2025
Revisi : 22 Agustus 2025
Pemanfaatan Data Warehouse Tgl. Efektif ¢ 22 Agustus 2025

: Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Unit Ke
mja Pemanfaatan Data (PIAK dan PD)
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampalan pelayanan (service delivery) meliputi :
No. Komponen Uraian
1 Persyaratan a. Data balikan -
| Administrasi b. Surat Perintah Tugas atau Surat Resmi dari instansi asal/terkait
2. | Sistem, Mckanisme
dan Prosedur Mengajukan permohonan Mendapatkan persetujuan Digen Dukcapil
Pemohon > pmunflmll data ke Dirjen K:and.upi Rl dilanjutkan PKS, Drafi Peounjuk
Dukeapil Kemendagri RI 1 Juknis Pemanfastan Data, Surat Menjaga
Kerahasiaan dan SPTIM
Lembaga pengguna Menerima  surat User 1D
: : Development dan Admin dari Mengajukan permokionan
menyediakan  aplikasi dan i User 1D
jaringan berupa LAN/VEN [¥ | Dirjen Dukcapil V-ﬂmd-ﬂﬂ il i
terkoneksi ke disdukeapil RI das menyesshlsn opada
instansi\Pd pengguna
Jangka Waktu
3. pelay 3 bulan s.d 8 bulan B
4. Biaya Tarif Rp.0,-
5. Produk Pelayanan Hasil verifikas: data penduduk
6. | Penanganan a. HP : WA, 081213331867
Pengaduan, saran b. Website 1 hittp:/ fdisdukcapil cirebonkota, go, id
dan masukan ¢. E-mail : disdukcapilicirebonkota.go id
d. E-LAPOR : Website : lapor.go.id
E | Eomponen Standar Pelayanan vang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal nmﬂud[mmnmn_'
3 meliputi : e g
No Komponen Uraian
1 Dasar Hukuwm

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9@ Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Momor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemermtah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah NMomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan Secara Nasional sehagaimana telah diibah beberapa kah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 9% Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanasn

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nemor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Circbon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan /atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan server

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
Pengawasan Internal | b. Sekretaris
¢. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 2 orang
Jaminan Pelayanan Hasil verifikasi data penduduk vang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan Keamanan
dan Kesgelamatan Hagil verifikasi data penduduk dijamin standar keasliannya
Anan
Evaluasi Kinerja 3 Bulan Sekali

Pelaksanaan




No. Dokumen
Revisi

Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN 110 - P.38/DUKCAPIL /2025
22 Agustus 2025

Informasi Data Kependudukan 22 Agustus 2025

: Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Unit Ke Kependudukan dan
e Pemanfaatan Data (PIAK dan PD)
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
M. Komponen Uraian
1 Persyaratan ¢. KKasli f KTPel S
= Administrasi d. Surat Perintah Tugas atau Sural Resmi dari instansi asal /terkait
2. | Sistem, Mckanisme
dan Prosedur l Menerima berkas KK / Mengecek kebenaran Memwverifikosi / memvalidasi
Pemohon |g—ab N TP asli / Fotokopi/surat administrasi dokumen Dokumen K ependucukom
perintah tugas surat resmi (Kabid/Subkor Administrat ||  (KabidSubkor/ Adminsstrator
dari instansi or database) Saakin)
{Administrator database) |
¥
Mengapendakan dan Menporeksi dan
; memberi cap dinas memparaf dokumen
Pemot —| Informasi ke warga g | (Pemroses Dokumen) [ kependudukan vang
divalidasi
Jangka Waktu
3. peiay 8 Jam s/d 3 X 24 Jam B
4. Biaya / Tarif Rp.0,-
L Produk Pelayanan Hasil verifikasi data penduduk
6. | Penanganan e. HP : WA. 081213331867 ]
Pengaduan, saran f. Website s http:/ (disdukcapil. cirebonkota.go.ud
dan masukan g E-mail : dizsdukcapiliicirebonkotn. go.id
h. E-LAPOR : Website : lapor.go.id

E | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
__| meliputi :

Komponen Uraian

1 | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tehun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

b, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publilk;

¢, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengeant Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelakeanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelavanan Publile;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Presiden Momor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

I.  Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon:




m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nemor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,

dan/atau Fasilitas ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan server

Kompetensi a, Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b, Mampu menjalankan Aplikasi

a. Kepala Bidang
Pengawasan [nternal | b. Sekretaris
¢. Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana 5 orang

Jaminan Pelayanan | Hasil verifikasi data penduduk yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waltu

Jaminan Keamamnarn

dan Keselamatan Hasil verifikasi data penduduk dijamin standar keashannya
Pelayanan

Evaluasi Kinerja

Pelal 1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110- P.39/DUKCAPIL/2025
Revisi ;22 Apgustus 2025

Data Perkembengan Kependudukan | 5 Efektif 1 22 Agustus 2025

Unit Kerja

: Bidang PengelolaaninformasiAdministrasiKependudukandanPemanfaatan
Data (PIAK)

A . Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No. | Komponen Uraian
g, [Deeysistin Surat Perintah Tugas atau Surat Resmi dari instansi asal,/terkait
* Adininistrasi rat Perin By gas atau Surat Resmi dari instansi asal /te t
2. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur FTF Dietahase ADT meagudub data DER Seksi Pengolshan dan
K eperdiadulean > dan Kemendagn Trata DB diberikan kepads Penyajian Dita Kependudukan
Kemendagr — Scksi Pengolshan dan Peniyapian mclaporkan ke Kabid'
Data Kependudukon Sedaetans unilk membentuk
| Tim Pemyusun
| Dokumen Perkembangan Menyusun Datn
| " Kependudukan Perkembangan
MECUMA % Kependudukan oleh Tim
Data Penyususn
Jangka Waktu
3. 3 bulan
— lpelayanen 00 | -
4. | Biava/Tarif Rp.0,-
5. | Produk Pelayanan | Dats Perkembangan Kependudulan
6. | Penanganan a, HP < WA. DB1213331867
Pengaduan, saran b. Website : hitp:/ Jdisdukcapil circhonkota.en.
dan masukan c. E-mail : disdukcapikicirchonkota. go id
d. E-LAPOR : Website : lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputd :

Mo Komponen Uraian

1 | Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Dacrah, sebagaimana telah
beberapa kah dwbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor @ Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tenteng Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 fentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana (elah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahiin 2009 tentang Penerapan Hartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presidem Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
20114 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j-  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;




m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yvang

.

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daersh Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasamana,
dan fatau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan server

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
a. Kepala Bidang
Pengawasan g
It 1 b. Sekretans
¢, Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana

1 Tim Penyusun Data Perkembangan Penduduk

Jaminan Pelayanan

Data Perkembangan Kependudukan yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Data Perkembangan Kependudukan standar keasliannya

Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan

1 kali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110 - P.40/DUKCAPIL/2025
Revisi ) ;22 Agustus 2025
Verifikasi Data Biometrik KTp | 18- Efektif . 22 Agustus 2025
Elektronik yang Bermasalah
Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi HKependudukan dan

Pemanfaatan Data (PIAK dan PD)

A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampalan pelayanan (service delivery) meliputd :

N, Komponen Uraian
1. | Persyaratan a. Foto copy Kartu Keluarga/data KTP yang bermasalah
Administrasi b. Menyerahkan nomor kontak yang bisa dihubungi
2. | Sistem, Mekanisme |, =
dan Prosedur MenerimaFotokopi Mengecek kebenaran Mengajukan data ke system
Pemohon |—8 KK /data KTP yang 4—p  dokumen (Administrator penghapusan data KTP
bermasalsh ( Administrator Diatabase’ Keta Tim Kerja) ¥ bermasalsh (Ketua Tim
Dt base'Kema Tim Kerja)
Kerja) “
: Mengagendakan dan Membuat Surm Permohonan
Pemberitahuan memberi cap dinas penghapusan data ke Ditjen
ke Pemohon Lo (Pengolah data) l¢— | Dukcapil (Ketua Tim Kerja /
Kabid / Sekretans / Kadis)
: W . . =
;:&f‘a aktn 2 X 24 Jam, persetujuan bergantung pada data centre Kemendagn .
4. | Biaya/Tarif Rp.0,- =
3. Produk Pelayanan Data KTP-cl vang bisa diproses ulang
| 6. | Penanganan a. HP : WA. 081213331867
Pengaduas, sarat b. Website : hp: / fdisdukcapl cirebonkota. go.sd
dan masukan c. E-mail » disdukcapilircirebonkota. go _id
d. E-LAPOR : Website : lapor.go id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
. melputi :

|
No | Komponen Uraian

|
1| Dasar Hukum & Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; scbagaimana

telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelavanan Publik;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa lkali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengeganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Momor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksansan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubab dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempatl atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Momor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipl;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku vang
dipunakan dalam Administrasi Kependudukan;

1. Peraturan Deerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;




n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursl, Internet dan server

Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Aplikasi
& Kepala Bidang
Pengawasan 4
Int ] b, Sekretans
€. Kepala Dinas
Jumlah Pelaksana 5 orang

Jaminan Pelayanan

Data KTP-¢l yang bisa diproses ulang yang nyaman, transparan, cepat dan tepat wakiu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelavanan

Data KTP-el yang bisa diproses ulang standar keasliannya

Evaluasi Kinetja
Pelaksanaan

1 Bulan Sekali




Administrasi Kependudukan (SIAK)

STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110-P.41/DUKCAPIL/2025
Revisi : 22 Agustus 2025

Pengelolaan Sistemn Informasi To-Fchadt + 22 Agustus 2025

: Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan

Unit Ke
rja Data (PIAK dan PD)
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
N, Komponen Uraian
Persyaratan ) . . )
1. Adminis 2 Surat Perintah Tugas atau Surat Resmi dari instansi asal /terkait o
2. | Sistem,
Mekanisme dan Menerima sural Menerima Disposisi untuk
Prosedur gguna  fe—a Permohonan Pemeliharaan & ol  mengecek sistem (Kabid} Belakukan pengecckan
i Siztem SIAK (Kepala P gicien (Ketua Tiny
Dinas ) Administrator database)
Membuat Berits Acara Memperbaik: sistem atau
p i SIAK (ADH) mwntt_p_erlm.n {Ketua
1 Tim/ Administrator
database )
3. J““Ek“] Tk 1 X 24 Jam s.d 3 X 24 Jam
4. Biaye/ Tanf Rp.0.-
Produk ! i
b Pela Hasil verifikasi data penduduk
6. | Penanganan a. HP WA, DB1213331867
Pengaduan, b, Website : hup/ fdisdukeapil cirebonkota. go id
saran dan ¢. E-mail : disdukcapikicirebonkota. go. id
masukan d. E-LAPOR : Website : lapor.go.id
B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengen proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)
meliputi :
No Homponen Urajan
1 | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Momor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kal diubah teralkhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Masional sebagaimana (elah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 téentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tenteng Persyvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 rentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;




Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 fentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Sarana,
ET:&IT g ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet dan server
Fasilitas .
a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
p""“"] ]P"’“’i b. M jalankan Aplikasi .
. Mampu menj p
c. Menguasal software/ hardware program SIAK
P d. Kepala Bidang
EAWASAT .
Internal 0 e
¢. Kepala Dinas
Jumlah
Pelal 3 orang
Jaminan " . )
Pel i Pemeliharaan sitem yang optimal
Jaminan
Keamanan dan i '
R Berjalannva pelayanan adminduk vang cepat dan akurat
Pelavanan
Evaluasi Kinerja

Pelaksanaamn

3 Bulan Sckali




STANDAR PELAYANAN Mo. Dokumen : 110 - P.42/DUKCAPIL/2025
Revisi 1 22 Agustus 2025
; o ) Tgl. Efektif 1 22 stus 2025
Antrian Pelayanan Administrasi g Agu
Kependudukan
Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan
Data (PIAK dan PD)
A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
Komponen Urman
a. Fotokopi Dokumen Administrasi Kependudukan vang dipersyaratkan
1. P&ml ]mi b. Pemohon datang langsung

¢. Pengambilan Nomor antrian dilakukan di Security

2. | Sistem, Mekanisme

dan Prosedur MHWMM_ syaratan Dok. Menyerahkan antrian
Pemohon  g—p AN, > kepada pemohon Pemohon
Kependudukan ( peugas ) { petugas ) "
Ji Walks
i i p:rnil;anan o ) H{E'?uj:'& f"_;i]j:-: m_tairr_lf.i dengan kuota habis |
4. | Biaya/Taril Rp. O.-
5. | Produk Pelayanan Nomor antrian Pelayanan Administrasi Kependudukan
6. | Penanganan a. HP 1WA, 0B1213331867
Pengaduan, saran b. Website 3 butp:/ Sdisdukcapil cirebonkota, go.id
dan masukan [ E-mail : disdukeapilicirebonkota go.ad
d. E-LAPOR : Wehiste : lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di intermal organisasi (manufacturing)
meliputi :

No Komponen Uraian

1 | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Hependudukan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Puhblik;

c. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang MNomor 6 Tahun 2023 teniang
Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja memadi Undang-Undang:

d. Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

{f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yvang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

1. Peraturan Daecrah Kota Cirebon Nemeor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kota Circbon, schagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan,

Sarana, Pragarana, N triam
2. danfatay Fasilitas e




Kompetensi a. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b. Mampu menjalankan Adminstrasi
a. MOD
Pengawasan b. Kepala Bidang
Internal ¢. Sekretaris
d. Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana 4 prang

Jaminan Pelayanan | Antrian Pelayanan Administrasi Kependudukan yang transparan, cepat dan fepat wakiu

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan Antrian Pelayanan Administrasi Kependudukan berjalan dengan lancar

Evaluasi Kinerja 1 Bulan Sekali




STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 110 - D.43/DUKCAPIL/2025

Revisi + 22 Agustus 2025

Tgl. Efektif  :

Legalisasi Dokumen Administrasi gl Efe 22 Agustus 2025
Kependudukan)

: Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk/Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

A | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No HKomponen Uraian
Persyaratan a. Fotokopi Dokumen Administrasi Kependudukan yang masih menggunakan tanda tangan basah
Administrasi b. Menunjukkan Dokumen Administrasi Kependudukan Asli
2. | Sistem, Mekanisme
dan Prosedur Menerima fotokopi Dok. Mengecek kebenaran dok. memverifikasi
Pemohon Administrasi h'.epcnduc!ulum A Admh}dul; ( pengadminis | ! I‘nmku]:ri Dok
dengan melan melampirkan trasi kependudukan. ) Adminduk
Aglinya ( pengadminis trasi { Amnalis )
kependudukan.) i
Mengagendakan dan memberikan Menandatangani
Pemaohen e cap serta menyerahkan Dok, fotokopt Dok Adminduk
(Pengadministrasi { Subkoord / Kabid )
Kependudukan)
Jangka Waldtu
3. pelayanan 1 .Jam
4. | Biaya/Tarif Rp. 0.-
5. | Produk Pelayanan Legalisir Dokumen Administrasi Kependudukan
6. | Penanganan a. HP ' WA, 081213331867
Pengaduan, saran b. Website : http:/ /disdukcapil. cirebonkota go.id
dan masukan ¢c. E-mail : disdukcapilivcirebonkota. go.id
d. E-LAPOR : Webiste : lapor.go.id

B | Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) |
meliputi 2

No Komponen Uraian

1 | Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudulan;

b. Undeng-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemernintah Pengganti Undang Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

g Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebapaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

j.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian
Administrasi Kependudukan;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

l.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota




0.

Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahum 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

danfnmmm' ATK ,Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, , bak stempel dan stempel
Kompetensi 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
Pelaksana b.  Mampu menjalankan Adminstasi
Ban a. Kepala Bidang

gawagan :
In ) b. Sekretaris

c. Kepala Dinas

Jumlah Pelaksana 4 grang
Jaminan Pelayanan | Legalisir Dokumen Administrasi Kependudukan yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
Jaminan Keamanan
dan Keselamatan Legalisir Dokumen Administrasi Kependudukan yang dilegalir dijamin standar keabsahannya
Pelayanan
Evaluasi Kinerja
Pelal 1 Bulan Sekali

a.n. WALI KOTA
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN




